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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR: 028/PP.00.02/K.NT-1i/08/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang — Undang nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu
Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sudah dimulai
dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu
adanya pembentukan Sentra Gakkumdu yang terbentuk dari unsur Badan
Pengawas Pemilu Kab upaten Ngada, Kepolisian Resor Ngada dan Kejaksaan
Negeri Ngada dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan
tindak pidana pemilu.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Ngada tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum
Terpadu {Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 181 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5  Surat Perintah Kepolisian Resor Ngada Nomor: Sprin/592/VII/OPS.1.3/2022,
perihal dalam rangka pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam
rangka Pemilihan Umum pada tanggal 29 Juli 2022;

6  Surat Jaksa Negeri Ngada Nomor: B-61/N.3.18/Es/07/2022, perihal persiapan
pembentukan anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/pada tanggal 21 Juli
2022;

7  Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP-DIPA-
115.01.2.686374/2023 Tanggal 30 November 2022.

8 Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016
perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
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MEMUTUSKAN:

Membentuk struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra
Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan Struktur Organisasi
Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu ( Gakkumdu )

1. Penasehat
a. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas

Sentra Pengegakkan Hukum Terpadu ( Gakkumdu ); dan
b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra
Penegakkan Hukum Terpadu ( Gakkumdu )

2. Pembina
a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra

Penegakkan Hukum Terpadu ( Gakkumdu ) dalam penindakan pelanggaran
Tindakan Pidana Pemilu; dan

b. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) kepada Penasehat.

3. Koordinator/Sekretaris

a.  Memimpin dan melaksanakan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu

b. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam
rangka penanganan pelanggaran Tindakan Pidana Pemilu

¢. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam
peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
(Gakkumdu); dan

d. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
kepada penasehat

4. Anggota
a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
b. Melaporkan hasil penegakkan Tindakan Pidana Pemilu kepada Koordinator

Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Ngada
bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

Gakkumdu Kabupaten Ngada dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium
sesuai DIPA.

Segala Biaya yang akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi NTT tahun Anggaran 2023.

Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KETUJUH

Tembusan, Yth:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember
2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bajawa
Tanggal : 21 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
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Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;

6. Arsip;

1

2.

3. Kepala Kepolisian Resor Ngada di Bajawa

4. Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Ngada di Bajawa;

Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada di Bajawa;
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 028/PP.00.02/K.NT-11/08/2023
TANGGAL : 21 Agustus 2023
TIM YANG MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN NGADA
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1 | ANTONIUS NDIWAL, S.Fil,M.Th | KETUA BAWASLU KAB. NGADA PENASEHAT
2 | AKBP PADMO ARIANTO, S.1.K KAPOLRES NGADA PENASEHAT
3 | YONI P.ARTANTO, S.H KEJARI NGADA PENASEHAT
KOORDINATOR DIVISI HUKUM,
4 | WALTERIUS NIKU PENCEGAHAN, PARTISIPASI PEMBINA
MASYARAKAT DAN HUMAS
5 | KOMPOL MEI CHARLES SITEPU, S.H | WAKAPOLRES NGADA PEMBINA
6 | RACHMAD WIRAWAN, S.H KASI PIDUM KEJARI NGADA PEMBINA
KOORDINATOR DIVISI
PENANGANAN PELANGGARAN DAN
7 | SEBASTIANUS FERNANDEZ, SE ekl i iy KOORDINATOR/SEKRETARIS
BAWASLU NGADA
8 | AKP I KETUT SETIASA, S.H KASAT RESKRIM POLRES NGADA | KOORDINATOR/SEKRETARIS
9 | GENTA UTAMA PUTRA, SH :'QA'EE:ALA SEKSIINTELUEN KEJAR |\ 5 R DINATOR/SEKRETARIS
KOORDINATOR SEKRETARIAT
10 | VIDEUIS DHIU, SE awAE) EaE ANGGOTA
11 | FRANSMAN RICARDO TAMBA, SH | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA ANGGOTA
KHUSUS
MUHAMMAD FIRMAN INDRA KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN
12 \WiiAva, sH BARANG RAMPASAN ANGEUTA
13 ;E'GAR PANGESTU PUTRA SUDADI, | |2 vca FUNGSIONAL ANGGOTA
14 { BRIPRAALEX SANDROVOLTA KANIT IDIK UNIT PIDUM ANGGOTA
BARUS
15 | BRIPKA IKSAN SOFIANSYAH KANIT IDIK UNIT TIPIDER ANGGOTA
16 | BRIPKA OSKAR 0. MAAK BANIT IDIK UNIT TIPIDER ANGGOTA
17 | BRIPTU MARCHEL HOFFNER BESIE | BANIT PIDUM SATRESKRIM ANGGOTA
18 | ERMELINDA PERA BPP BAWASLU NGADA ANGGOTA
19 | YOHANES THOMAS SIU DORE STAF PNS SEXRETARIAT BAWASLY ANGGOTA
NGADA
20 | ELIAS WILBRODUS D. SOI, S.H :‘LA:DS:KRHAR'AT BAWASLU ANGGOTA
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STAF SEKRETARIAT BAWASLU

21 | ANSELMUS NUA, S.H Ear ANGGOTA
22 | AGUSTINUS M.DAGA, 5.Kom zzx:;:xnsmmm BAWASLY ANGGOTA
23 | MARIO MAYOLUS UPE, ST :'TGA:;:KRETAR'AT BAWASLU ANGGOTA
24 | JULIYANTO ADAM, S.Kom z?:DS:KRHAR'” BawasiH) ANGGOTA
25 | NINIVIBRIYANI N. REDO, SM ZT(?: ;ﬁKRETAR'AT BAWASLY ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
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